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Abstract

This research will focus on service communication, factors that support and inhibit
services as well as the effectiveness of land certificate issuance service communication at
the Central Jakarta City Administration Land Office. There were 7 informants who were
sources in this research. Data collection techniques were carried out using library
research and field research. This aims to make it easier for service users to access service
information available at the Central Jakarta City Administration Land Office. (2) Factors
that support land certificate issuance services at the Central Jakarta City Administration
Land Office, include: the existence of regulations that make it easier, the availability of
qualified human resources and personnel with integrity, the existence of technology that
helps make work easier, and reform of the public service bureaucracy. implemented to
reduce service time to be shorter. (3) Obstacles that are still encountered in land
certificate issuance services at the Central Jakarta City Administration Land Office,
namely: the status of the land is still in dispute, meaning that the issuance of land
certificates must wait for legal certainty regarding the ownership of the land in question,
incomplete land archives or documents, public ignorance In fulfilling the requirements
for issuing land certificates, computer facilities to support public services sometimes
experience errors so that service activities become hampered, and there are a handful of
service officers who do not understand service SOPs. (4) The effectiveness of public
services in issuing land certificates at the Central Jakarta City Administration Land
Office still needs to be improved. For this reason, we have carried out various innovations
through the Julapat Program (7 Quick Services) and the Landing Service, which is a
service for people who do not have time to take care of land documents on weekdays and
can take care of them on weekends. Apart from that, the Central Jakarta City
Administration Land Office also continues to serve applicants during break times. This
program aims to get closer to applicants directly and show service users that managing
services is simple and cheap.
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Pendahuluan

Secara umum saat ini penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dapat
dikategorikan kurang baik. Hal ini didasarkan oleh banyaknya keluhan dan pengaduan
masyarakat terkait pelayanan, yang sering kita dengar dan baca di berbagai media cetak
maupun media elektronik. Pelayanan yang terkesan berbelit-belit, lambat, mabhal,
melelahkan, rawan akan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta kemampuan
aparatur yang minim merupakan deretan keluhan yang menggambarkan pelayanan publik
yang kian memprihatinkan.

Keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dari faktor komunikasi.
Faktor komunikasi harus menjadi perhatian serius bagi organisasi pelayanan publik.
Kegagalan dalam membangun komunikasi pelayanan publik dapat mengakibatkan
terganggunya atau tersumbatnya aliran informasi pelayanan publik, dan dengan demikian
tentu saja akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Rendahnya kualitas pelayanan
publik akan berdampak pada makin rendahnya kepercayaan publik/warga negara kepada
penyelenggara pelayanan publik, menurunnya kepercayaan kepada penyelenggara
pelayanan publik akan berdampak pada melemahnya dukungan warga negara kepada
pemerintahan atau kepada kepala negara/kepala daerah, dan pada gilirannya tidak
menutup kemungkinan warga negara menarik dukungan kepada pemerintah/pemerintah
daerah.

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik di sektor pertanahan pada tahun 2010,
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merevisi Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2008 dengan mengeluarkan Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur mengenai
pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia. Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian
hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik. Sedangkan ruang lingkup
pengaturan peraturan ini meliputi: a) kelompok dan jenis pelayanan; b) persyaratan; c)
biaya; d) waktu; e) prosedur; dan f) pelaporan.

Adapun jenis-jenis pelayanan pertanahan yang diatur dalam peraturan ini antara
lain: a) pendaftaran tanah pertama kali; b) pemeliharaan data pendaftaran tanah; c)
pencatatan dan informasi pertanahan; d) pengukuran bidang tanah; e) pengaturan dan

195 | https://ejournal-fia.unkris.ac.id /index.php/pandita



https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/pandita

P ISSN : 2614 - 4077
EISSN : 2808 - 8131 PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, Vol. 7 No. 2 (2024)

penataan pertanahan; dan f) pengelolaan pengaduan. Melalui Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 ini, Badan Pertanahan Nasional berupaya
meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat untuk dapat terciptanya
pelayanan pertanahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan seperti
diamanatkan dalam ketentuan Undang Undang Pelayanan Publik.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah,
dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi dan Kantor Pertanahan
di kabupaten/kota. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Pusat adalah pelayanan sertifikasi tanah. Hal ini mengingat bahwa
hak memiliki tanah merupakan salah satu hak yang dimiliki manusia. Tanah memegang
peranan penting dalam suatu kehidupan manusia, sebagai contohnya tanah dapat
dijadikan sebagai harta atau aset untuk masa depan. Fungsi pokok tanah dalam kehidupan
manusia, yaitu sebagai tempat untuk hidup dan melestarikan kehidupan mereka.

Tanah merupakan aset yang bernilai tinggi. Selain itu, tanah merupakan
kebutuhan vital bagi siapapun karena dapat dipergunakan dalam berbagai bidang, baik
tempat tinggal atau pemukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, dan
penambangan dan pada saat ini juga sering dipergunakan masyarakat sebagai investasi
ataupun jaminan pinjaman baik kepada pihak bank negara maupun swasta. Untuk
memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia
dan menekan konflik-konflik pertanahan yang mungkin terjadi maka pemerintah
mengeluarkan undang-undang yang mengatur dasar pokok-pokok agraria (UUPA).
Karena ketika terjadi sengketa tanah, maka penyelesaian secara formal mengharuskan
setiap pemegang hak atas tanah bisa membuktikan dengan bukti-bukti tertulis (sertifikat
tanah). Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana
ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Hak-hak atas tanah dimaksud memberi kewenangan untuk mempergunakan
tanah, bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Selain Hak-hak atas tanah juga ditentukan hak-hak atas
air dan ruang angkasa. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 16 ayat 1 disebutkan
hak-hak atas tanah, ialah: a) Hak tanah sebagai hak guna bangunan; b) Hak pakai; ¢) Hak
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i
sewa; d) Hak membuka tanah; dan €) Hak memungut hasil hutan, dan sebagainya. Untuk
memperoleh suatu hak atas tanah, tiap-tiap orang atau individu dapat memohonkan dan
mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu di Kantor Pertanahan setempat. Penerbitan
sertifikat tanah dimaksudkan agar pemegang hak tanah dapat dengan mudah
membuktikan haknya, oleh karena itu sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Dengan
adanya landasan hukum yang kuat apabila terjadi konflik pertanahan, pemilik sertifikat
tanah tersebut bisa menuntut pihak lain yang berusaha merebut kepemilikan tanah yang
sudah menjadi haknya.

Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat
mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan
memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan umum ditentukan oleh
faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan.
Namun, kondisi birokrasi yang terkesan lamban dan rumit dalam pembuatan sertifikat
tanah mengakibatkan sebagian besar masyarakat menjadi malas untuk mengurus
sertifikat tanah.

Berdasarkan hasil pengamatan awal terkait komunikasi pelayanan publik dalam
penerbitan sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Pusat, dapat dikatakan masih menemui permasalahan. Permasalahan tersebut
diantaranya: kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara penerbitan sertifikat
hak milik atas tanah pribadi; kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pribadi; kurangnya sosialisasi dan koordinasi
pemerintah setempat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
pentingnya sertifikat kepemilikan tanah;  ketepatan waktu penyelesaian penerbitan
sertifikat hak milik atas tanah tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan
dalam SOP; adanya beberapa masalah pertanahan yang terjadi di lapangan seperti
sertifikat ganda atau tidak adanya bukti kepemilikan yang sah; dan adanya kekecewaan

masyarakat atas proses pengurusan sertifikat tanah yang tidak sesuai harapan.

Tinjauan Pustaka

Komunikasi Publik
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Komunikasi merupakan kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui
media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan
tanggapan kepada pengirim pesan. Lebih lanjut dijelaskan komunikasi adalah proses
berbagi makna melalui perilaku verbal dan non verbal yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih”. Kemudian dijelaskan bahwa komunikasi adalah proses pemindahan
informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada
sesuatu, tempat atau orang lain.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan
suatu proses dimana komunikator menyampaikan pesan yang berupa ide, gagasan,
pemikiran kepada komunikan melalui media tertentu yang efisien untuk memberikan
pengertian atau makna yang sama terhadap komunikan sehingga komunikan memperoleh
pengaruh dan mengalami perubahan tingkah laku yang sesuai dengan komunikator.

Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada
dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui
media. Pengertian lain mengatakan bahwa komunikasi publik merupakan suatu
komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Dalam komunikasi publik pesan yang
disampaikan dapat berupa suatu informasi, ajakan, gagasan. Sarananya, bisa media
massa, bisa pula melalui orasi pada rapat umum atau aksi demonstrasi, blog, situs jejaring
sosial, kolom komentar di website/blog, e-mail, milis, SMS, surat, surat pembaca,
reklame, spanduk, atau apa pun yang bisa menjangkau publik.

Yang pasti komunikasi publik memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan
tulisan agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Komunikasi publik sering
juga disebut dengan komunikasi massa. Namun, komunikasi publik memiliki makna yang
lebih luas dibanding dengan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan
komunikasi yang lebih spesifik, yaitu suatu komunikasi yang menggunakan suatu media
dalam menyampaikan pesannya.

Persiapan komunikasi publik yang baik hendaklah diikuti dengan cara
penyampaian yang baik sehingga memungkinkan komunikasi itu efektif. Kualitas
penyampaian komunikasi publik ditentukan oleh pesan yang sengaja dimaksudkan dan
juga oleh pesan yang tidak sengaja disampaikan. Pembicara bertanggung jawab
memberikan presentasi yang berharga dalam arena itu bertanggungjawab untuk
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menyampaikan seefektif mungkin. Untuk menyampaikan persentasi lisan dengan baik
perlu diperhatikan beberapa hal seperti berikut:

a. Kontak Mata. Kontak mata adalah teknik komunikasi nonverbal yang sangat
membantu si pembicara dalam menjelaskan idenya kepada pendengar. Di
samping mempunyai kekuasaan yang membujuk, kontak mata juga membantu
untuk menjaga perhatian pendengar.

b. Vokalik. Kecepatan berbicara, nada dan irama suara, serta penekanan pada
kata-kata tertentu perlu diperhatikan dalam komunikasi publik. Komunikasi
publik yang disampaikan dengan suara yang jelas dan enak didengar dapat
memukau pendengar.

C. Ketepatan. Seringkali suatu komunikasi publik disampaikan dalam situasi
informal atau dalam suasana pendengar rileks, maka penyampaian
komunikasi publik hendaknya disesuaikan dengan situasi tersebut. Begitu
juga sebaliknya, bila kondisi formal maka cara penyampaian komunikasi
publik juga bersifat formal.

d. Perencanaan. Kunci strategi yang terbaik adalah perencanaan. Oleh karena itu
sebelum penyampaian komunikasi publik, si pembicara terlebih dahulu telah
membuat perencanaan yang matang. Pilihan topik pembicaraan yang cocok
untuk diberikan pada pendengar dengan berdasarkan analisis pendengar.

Manajemen Komunikasi

Manajemen komunikasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang
perspektif, paradigma, teori, model, metodologi penelitian, dan konsep-konsep
komunikasi serta aspek-aspek manajerial untuk kepentingan pengelolaan sumber daya
komunikasi dalam berbagai bentuk dan konteks dalam mewujudkan efektivitas
komunikasi. Konsep manajemen dalam perspektif ilmu komunikasi pada hakikatnya
dipahami sebagai proses memengaruhi orang lain. Selain itu, konsep dari manajemen
komunikasi juga memberi saran kepada kita bahwa kemampuan untuk berkomunikasi
dengan baik bukan hanya sebagai hal yang sudah melekat dalam diri kita saja, melainkan
sebagai suatu hal yang dapat kita pelajari dan kita kembangkan.

Pada pengertiannya manajemen komunikasi adalah proses timbal balik

(resiprokal) pertukaran sinyal untuk memberi informasi, membujuk atau memberi
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perintah, berdasarkan makna yang sama dan dikondisikan oleh konteks hubungan para
para komunikator dan konteks sosialnya. Pengertian lain manajemen komunikasi adalah
proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun manajemen komunikasi
didefinisikan sebagai: “The process of using human, financial and technical resources in
understanding and performing the communications function within corporation and
between those and theirs publics.” Atau proses yang menggunakan manusia, keuangan
dan sumber teknik yang berfungsi membentuk komunikasi antarperusahaan dan antara
perusahaan dengan publiknya.

Manajemen komunikasi sangat identik dengan interaksi sosial. Adakalanya kita
harus mampu untuk memposisikan diri dengan tepat dalam situasi tertentu, kita juga harus
mampu menghadapi dan menjalin kerjasama dengan orang lain tanpa mencampurnya
dengan urusan pribadi. Ini merupakan sebagian alasan diperlukannya sikap professional
dalam diri masing-masing. Manajemen komunikasi berada di dalam dan di antara sistem
sosial. Manajemen komunikasi meliputi P41 (Penerimaan, Pengolahan, Penyimpanan,
dan Penyampaian Informasi) dalam sub-sub sistem soaial, di antaranya adalah individu,
kelompok, organisasi, massa, dan masyarakat. Konsep manajemen dalam perspektif ilmu
komunikasi pada hakikatnya dipahami sebagai proses memengaruhi orang lain. Selain
itu, konsep dari manajemen komunikasi juga memberi saran kepada kita bahwa
kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik bukan hanya sebagai hal yang sudah
melekat dalam diri kita saja, melainkan sebagai suatu hal yang dapat kita pelajari dan kita
kembangkan. Sebagai contohnya, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam
berkomunikasi agar dapat menjadi seorang komunikator yang memiliki kredibilitas.
Disinilah letak kegunaan mempelajari manajemen komunikasi, yaitu agar Kita dapat lebih
mengerti bagaimana seharusnya berkomunikasi dengan orang lain, sehingga komunikasi
yang terjadi merupakan komunikasi yang efektif.

Komunikasi dipandang sebagai sentral elemen-elemen lainnya dalam kegiatan
manajemen organisasi. Alasan pertama, komunikasi memiliki fungsi untuk
mempertemukan antara tujuan organisasi dengan terget hasil yang dicapai. Kedua,
berfungsi untuk mengadaptasikan perubahan lingkungan organisasi. Ketiga, untuk
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membina hubungan antar anggota organisasi dalam melaksanakan berbagai tugas (beban
kerja) organisasi. Untuk itu, kemampuan komunikasi yang efektif menjadi hal yang
mutlak harus dimiliki oleh seorang pelaku organisasi.

Komunikasi dalam manajemen dikatakan oleh Terry, bahwa management is
communications. Dari pendapat tersebut terlihat betapa pentingnya peran komunikasi
dalam Kkegiatan manajemen. Terry mengemukakan bahwa dalam suatu kegiatan
manajemen terdapat lima bentuk komunikasi, antara lain:

a. Komunikasi formal. Biasanya terjadi dalam jalur komunikasi formal, memiliki
wewenang dan tanggung jawab yaitu melalui instruksi-instruksi bentuk lisan
dan tulisan sesuai dengan prosedur secara fungsional yang berlaku dari arus
atasan ke bawahan atau sebaliknya.

b. Komunikasi non-formal. Adalah komunikasi di luar komunikasi formal, terjadi
secara spontan. Misalnya sumbang saran yang berkaitan dengan tugas,
kewajiban. Efektif digunakan dalam perusahaan yang bersifat padat karya
dengan jumlah pekerja cukup banyak, dan tidak terlalu teknis.

C. Komunikasi informal. Seperti halnya komunikasi non formal namun lebih
menekankan pada aspek human relations-nya. Atau dengan kata lain digunakan
dalam permasalahan di luar pekerjaan secara langsung.

d. Komunikasi teknis. Biasanya hanya dilakukan dan dimengerti oleh orang-orang
tertentu saja yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

e. Komunikasi prosedural. Biasanya dekat dengan komunikasi formal,
diwujudkan misalnya dalam bentuk pemberian laporan tahuan/bulanan,
instruksi tertulis, memo dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen komunikasi di atas, maka yang
dimaksudkan dengan manajemen komunikasi adalah proses timbal-balik untuk memberi,
membujuk, dan memberikan perintah dari suatu informasi kepada orang lain serta
merupakan tuntutan untuk menjembatani teoritisi komunikasi dan praktisi komunikasi.
Manajemen komunikasi akan membentuk suatu alur komunikasi agar tercipta koordinasi
yang tidak saling tumpang tindih dan untuk memberikan solusi jika terjadi perbedaan

pendapat antar individu.
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Effendy mengelompokkan komunikasi dalam manajemen menjadi tiga dimensi,

yaitu:

a. Komunikasi vertikal, yaitu arus komunikasi dua arah timbal balik dalam
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bisa dari atas ke bawah (downward
communication) dan bisa dari bawah ke atas (upward communication).

b. Komunikasi horizontal, merupakan komunikasi satu level yang terjadi antara
satu karyawan dengan karyawan lainnya atau pimpinan satu departemen dengan
departemen lainnya dalam satu tingkatan dan lain sebagainya.

C. Komunikasi eksternal, berlangsung secara dua arah antara pihak

organisasi/lembaga dengan pihak luar.

Pelayanan Publik

Secara etimologis pelayanan berasal dari kata “layan” yang berarti menolong,
menyajikan, membalas, menghidangkan, menanggapi, membantu, memuaskan,
menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan atau diperhatikan orang (pihak) lain.
Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan
kepuasan pada pengguna layanan. Tindakan yang dilakukan guna memenuhi keinginan
pengguna layanan akan sesuatu produk atau jasa.

Pengertian pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh
masyarakat dalam segala bidang. Pada dasarnya pelayanan dapat didefinisikan sebagai
aktivitas seseorang, sekelompok dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung
untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut Sampara pelayanan adalah suatu
kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang
dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pengguna layanan.

Pelayanan atau servis dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau keuntungan
yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Untuk melayani pengguna
layanan secara prima kita diwajibkan untuk memberikan layanan yang pasti handal, cepat
serta lengkap dengan tambahan empati dan penampilan menarik.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan pelayanan adalah suatu bentuk usaha atau kegiatan untuk membantu

menyiapkan dan mengurus serta melayani segala sesuatu yang dibutuhkan orang atau
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pihak lain dengan atau tanpa memperoleh imbalan uang ataupun jasa serta dimaksudkan
untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pengguna layanan.

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu
tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas
pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur
dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul
dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik
yang bersifat individual maupun kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan penting
dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan
disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, mendefinisikan bahwa pelayanan publik
adalah: “Kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.”

Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009, tersebut meliputi:

a. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan
kepentingan pribadi dan atau golongan.

b. Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam
penyelengaraan pelayanan.

C. Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender, dan status ekonomi.

d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun
penerima pelayanan.

e. Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang
sesuai dengan bidang tugas.

f. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
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Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak
memperoleh pelayanan yang adil.

Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses
dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam
pelayanan.

Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat
waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan

dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik

adalah serangkaian proses atau usaha yang dilakukan perorangan maupun instansi publik

untuk mencapai tujuan tertentu atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

Ada beberapa pendapat mengenai dimensi kualitas pelayanan, antara lain

pendapat Parasuraman et al., yang melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis

jasa dan berhasil mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas

pelayanan. Kesepuluh faktor tersebut adalah:

a.

Reliability, mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan
kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti organisasi
memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama. Selain itu juga berarti
bahwa organisasi yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya
menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan
jasa yang dibutuhkan pengguna layanan.

Competence, artinya setiap orang dalam suatu organisasi memiliki keterampilan

dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu.
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d. Accessibility, meliputi kemudahan untuk menghubungi dan ditemui. Hal ini
berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak
terlalu lama, saluran komunikasi organisasi mudah dihubungi, dan lain-lain.

e. Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan yang
dimiliki para kontak personal.

f. Communication, artinya memberikan informasi kepada pengguna layanan pada
bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan
pengguna layanan.

g. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup nama
organisasi, reputasi organisasi, karakterisktik pribadi kontak personal, dan
interaksi dengan pengguna layanan.

h. Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. Aspek ini meliputi
keamanan secara fisik (physical safety), keamanan finansial (financial security),
dan kerahasiaan (confidentiality).

i Understanding/Knowing the customer, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan
pengguna layanan.

J- Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang

dipergunakan, atau penampilan dari petugas layanan.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi
objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Untuk menjamin
ditemukannya kebenaran ilmiah, metode penelitian memberikan cara-cara kerja yang
sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat jelas. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober
2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau penelitian dilakukan selama kurang lebih
empat bulan.

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah komunikasi pelayanan,
faktor-faktor yang pendukukung dan penghambat pelayanan serta efektivitas komunikasi
pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Pusat.

205 | https:/ /ejournal-fia.unkris.ac.id /index.php/pandita



https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/pandita

P ISSN : 2614 - 4077
EISSN : 2808 - 8131 PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, Vol. 7 No. 2 (2024)

Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini

ditentukan secara purposive atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya.
Informan dalam penelitian ini adalah:
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Tabel 1. Data Informan Penelitian
No. Jabatan/Posisi Informan Keterangan Jumlah
1 | Analis Hukum pada Seksi Penetapan Key Informan 2
Hak dan Pendaftaran Tanah
2 | Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Key Informan 1
Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
3 | Pengolah Data Yuridis Pertanahan pada Key Informan 1
Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
Tanah
4 | Masyarakat pengguna layanan Informan 3
Total Informan 7

Sumber: hasil olahan data peneliti, 2024

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan kerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa
yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data
dalam penelitian ini akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Pembahasan

Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat
mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan
memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan umum ditentukan oleh
faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan.
Namun, kondisi birokrasi yang terkesan lamban dan rumit dalam pembuatan sertifikat
tanah mengakibatkan sebagian besar masyarakat menjadi malas untuk mengurus
sertifikat tanah.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah,
dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi dan Kantor Pertanahan
di kabupaten/kota. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota

Administrasi Jakarta Pusat adalah pelayanan sertifikasi tanah. Hal ini mengingat bahwa
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hak memiliki tanah merupakan salah satu hak yang dimiliki manusia. Tanah memegang
peranan penting dalam suatu kehidupan manusia, sebagai contohnya tanah dapat
dijadikan sebagai harta atau aset untuk masa depan. Fungsi pokok tanah dalam kehidupan
manusia, yaitu sebagai tempat untuk hidup dan melestarikan kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen komunikasi dalam pelayanan
penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka
dapat disimpulkan bahwa pelayanan penerbitan sertifikat tanah adalah proses penyediaan
dokumen resmi yang menunjukkan bukti kepemilikan atau hak atas suatu lahan atau
properti. Sertifikat tanah ini diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang,
seperti badan pertanahan di suatu negara, dan mencatat informasi penting seperti pemilik
tanah, batas-batas lahan, dan informasi lainnya terkait status kepemilikan. Hal ini penting
untuk kejelasan hukum dan transaksi properti.

Adapun dasar hukum pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteria Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Selanjutnya komunikasi pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dilakukan dalam bentuk komunikasi formal,
komunikasi non formal, komunikasi informal, komunikasi teknis, dan komunikasi
prosedural. Adapun pelayanan penerbitan sertifikat tanah sudah memuaskan, dimana
pengguna layanan dapat menggunakan smartphone untuk mengakses website ATR/BPN
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan alamat www.kot-
jakpus@atrbpn.go.id. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna layanan dalam
mengakses informasi layanan yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Pusat.

Sementara itu faktor-faktor yang mendukung pelayanan penerbitan sertifikat
tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain: adanya regulasi
aturan yang memudahkan, ketersediaan SDM aparatur yang mumpuni dan berintegritas,
adanya teknologi yang membantu memudahkan pekerjaan, dan reformasi birokrasi
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pelayanan publik yang diterapkan guna memangkas waktu pelayanan menjadi lebih
singkat.

Kemudian hambatan yang masih ditemui dalam pelayanan penerbitan sertifikat
tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yaitu: status tanah yang
masih sengketa membuat penerbitan sertifikat tanah harus menunggu kepastian hukum
atas kepemilikan tanah yang bersangkutan, tidak lengkapnya arsip atau dokumen
pertanahan, ketidaktahuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat
tanah, fasilitas komputer sebagai pendukung pelayanan publik terkadang mengalami error
sehingga kegiatan pelayanan menjadi terhambat, dan ada segelintir petugas pelayanan
yang kurang memahami SOP pelayanan.

Efektivitas pelayanan publik dalam penerbitan sertifikat tanah di Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat memang masih perlu ditingkatkan lagi.
Untuk itu dilakukan berbagai inovasi melalui Program Julapat (7 Layanan Cepat) dan
Layanan Pelataran, yaitu pelayanan bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus
dokumen pertanahan pada hari kerja dan bisa mengurusnya di akhir pekan. Selain itu
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat juga tetap melayani pemohon selama
jam istirahat berlangsung. Program ini bertujuan untuk mendekatkan kepada pemohon
langsung dan menunjukkan kepada pengguna layanan bahwa pengurusan pelayanan itu

simpel dan murah.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan
maka dapat ditarik kesimpulan dan juga merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang
telah diajukan, Pertama, Komunikasi pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dilakukan dalam bentuk komunikasi formal,
komunikasi non formal, komunikasi informal, komunikasi teknis, dan komunikasi
prosedural. Adapun pelayanan penerbitan sertifikat tanah sudah memuaskan, dimana
pengguna layanan dapat menggunakan smartphone untuk mengakses website ATR/BPN
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan alamat www.kot-
jakpus@atrbpn.go.id. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna layanan dalam
mengakses informasi layanan yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Administrasi
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Jakarta Pusat. Kedua, Faktor-faktor yang mendukung pelayanan penerbitan sertifikat
tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain: adanya regulasi
aturan yang memudahkan, ketersediaan SDM aparatur yang mumpuni dan berintegritas,
adanya teknologi yang membantu memudahkan pekerjaan, dan reformasi birokrasi
pelayanan publik yang diterapkan guna memangkas waktu pelayanan menjadi lebih
singkat. Ketiga, Hambatan yang masih ditemui dalam pelayanan penerbitan sertifikat
tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yaitu: status tanah yang
masih sengketa membuat penerbitan sertifikat tanah harus menunggu kepastian hukum
atas kepemilikan tanah yang bersangkutan, tidak lengkapnya arsip atau dokumen
pertanahan, ketidaktahuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat
tanah, fasilitas komputer sebagai pendukung pelayanan publik terkadang mengalami error
sehingga kegiatan pelayanan menjadi terhambat, dan ada segelintir petugas pelayanan
yang kurang memahami SOP pelayanan. Keempat, Efektivitas pelayanan publik dalam
penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat memang
masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk itu kami melakukan berbagai inovasi melalui
Program Julapat (7 Layanan Cepat) dan Layanan Pelataran, yaitu pelayanan bagi
masyarakat yang tidak sempat mengurus dokumen pertanahan pada hari kerja dan bisa
mengurusnya di akhir pekan. Selain itu Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Pusat juga tetap melayani pemohon selama jam istirahat berlangsung. Program ini
bertujuan untuk mendekatkan kepada pemohon langsung dan menunjukkan kepada

pengguna layanan bahwa pengurusan pelayanan itu simpel dan murah.
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